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Abstract  

 

Digital-based buying and selling transactions have significantly reshaped the application of 

classical fiqh mu‘āmalah principles particularly khiyār, the Islamic legal mechanism 

granting consumers the right to rescind a contract to uphold fairness and mutual consent. In 

online settings, the absence of face-to-face interaction and physical inspection of goods 

complicates the implementation of khiyār al-ru’yah (right of inspection) and khiyār al-‘ayb 

(defect-based option). This study examines how the concept of khiyār is being reinterpreted 

within e-commerce ecosystems, assesses the validity of digital contracts under Islamic law, 

and proposes Sharia-compliant guidelines for consumer protection. Employing a qualitative 

normative approach and literature review methodology, data were drawn from DSN-MUI 

fatwas, recent scholarly publications, classical fiqh literature, Qur’anic and Prophetic texts, 

and AAOIFI standards, then analyzed through descriptive-comparative techniques. Findings 

reveal that while return and refund policies function as modern manifestations of khiyār al-

sharṭ (contractual option), their execution is often driven more by commercial efficiency than 

by Sharia values. Digital contracts are deemed valid in Islamic jurisprudence provided they 

fulfill essential conditions explicit offer and acceptance (ījāb wa qabūl), mutual consent, and 

clear disclosure of the subject matter yet remain vulnerable to gharar (uncertainty) and tadlīs 

(deception). The study recommends harmonizing digital commerce practices with Islamic 

ethical principles by institutionalizing khiyār policies grounded in justice (‘adl) and public 

welfare (maṣlaḥah). This study contributes by conceptualizing digital return-refund 

mechanisms as a normative extension of classical khiyār principles. 
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Abstrak  

 

Transaksi jual beli berbasis digital telah mengubah cara penerapan prinsip-prinsip fiqh 

muamalah, terutama terkait khiyar mekanisme syariah yang memberi hak kepada konsumen 

untuk membatalkan akad demi menjaga keadilan dan kerelaan. Dalam konteks daring, 

ketiadaan interaksi langsung dan pemeriksaan fisik terhadap barang membuat penerapan 

khiyar al-ru’yah dan khiyar al-‘aib menjadi rumit. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

bagaimana prinsip khiyar bertransformasi dalam ekosistem e-commerce, menilai keabsahan 

akad digital menurut hukum Islam, serta merumuskan panduan syariah untuk perlindungan 

konsumen. Menggunakan pendekatan normatif kualitatif dan metode kajian pustaka, data 

dikumpulkan dari fatwa DSN-MUI, publikasi ilmiah terkini, buku fiqh, dalil Al-Qur’an dan 

Hadis, dan rujukan AAOIFI, lalu diolah melalui analisis deskriptif-komparatif. Temuan 
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menunjukkan bahwa meskipun fitur retur dan refund mencerminkan wujud modern khiyar 

al-syarth, implementasinya cenderung berorientasi pada efisiensi bisnis, bukan nilai syariah. 

Akad digital sah secara fiqh selama memenuhi syarat seperti ijab-qabul yang eksplisit, 

kerelaan, dan transparansi objek, namun tetap rentan terhadap gharar dan tadlis. 

Rekomendasi mencakup perlunya harmonisasi antara teknologi dan prinsip Islam melalui 

kebijakan khiyar yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan. Studi ini memberikan 

kontribusi dengan mengkonseptualisasikan mekanisme pengembalian dan penggantian dana 

digital sebagai perluasan normatif dari prinsip-prinsip khiyār klasik. 

 

Kata Kunci: khiyar, jual beli online, akad digital, fiqh muamalah, ekonomi syariah digital 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi digital telah mengubah bentuk transaksi ekonomi, termasuk 

dalam sektor ekonomi syariah. Aktivitas jual beli yang sebelumnya dilakukan secara 

langsung kini bergeser ke platform online, di mana interaksi antara penjual dan pembeli 

berlangsung melalui layar, tanpa pertemuan tatap muka maupun pemeriksaan fisik terhadap 

barang yang diperjualbelikan (Ziauddin 2017). Fenomena tersebut membawa tantangan 

segar dalam implementasi prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya terkait validitas akad 

dan jaminan hak konsumen. Salah satu asas penting yang terdampak adalah khiyar (hak 

memilih atau membatalkan transaksi), yang dalam transaksi jual beli konvensional 

berfungsi menjaga keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan sukarela antar pihak. Namun, 

penerapan khiyar kini menghadapi kompleksitas baru dalam lingkup perdagangan daring, 

di mana tidak terjadi pertemuan langsung maupun kesempatan untuk memeriksa kondisi 

fisik barang sebelum pembelian (Khoir 2022).  

Dalam fiqh klasik, khiyar terutama khiyar al-ru’yah (hak membatalkan akad karena 

belum melihat barang) dan khiyar al-‘aib (hak karena adanya cacat) merupakan mekanisme 

syariah yang melindungi pembeli dari ketidaktahuan atau penipuan (Fanani 2020). Namun, 

dalam transaksi online, pembeli sering kali hanya mengandalkan deskripsi teks, foto, atau 

ulasan, tanpa benar-benar “melihat” atau “memeriksa” barang sebelum akad dianggap final. 

Bahkan, banyak platform e-commerce membatasi hak retur hanya dalam waktu 1–3 hari 

atau menetapkan syarat administratif yang rumit, sehingga esensi khiyar sebagai hak syar’i 

berpotensi tergerus oleh pertimbangan efisiensi bisnis (Jumarni 2021). 

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 telah mengakui 

keabsahan transaksi digital selama memenuhi rukun dan syarat akad (Dewan Syariah 

Nasional MUI 2018).  Namun, implementasinya di lapangan masih menyisakan pertanyaan: 
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apakah transformasi khiyar dalam bentuk kebijakan retur benar-benar mencerminkan 

prinsip fiqh muamalah? Dan lebih jauh lagi, apakah akad digital yang mengabaikan hak 

khiyar tetap sah secara syariah? Beberapa penelitian terdahulu yakni dalam Khoir (2022) 

telah menyentuh aspek ini, namun belum secara komprehensif menganalisis hubungan 

antara transformasi khiyar, keabsahan akad, dan implikasinya terhadap perlindungan 

konsumen muslim dalam kerangka fiqh muamalah kontemporer. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji bagaimana prinsip khiyar 

ditransformasikan dalam transaksi jual beli online; (2) menganalisis keabsahan akad digital 

dari perspektif fiqh muamalah; serta (3) memberikan rekomendasi syariah guna memastikan 

bahwa transaksi digital tetap selaras dengan nilai keadilan dan perlindungan konsumen 

dalam Islam. Melalui pendekatan studi literatur kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah 

digital yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan syariah compliance. 

TINJAUAN LITERATUR 

Konsep khiyar dalam fiqh muamalah telah lama dikenal sebagai mekanisme 

perlindungan dalam transaksi jual beli. Menurut Sayyid  Sabiq (Nurjaman, Januri, and 

Nuraeni 2021).  khiyar merupakan upaya memilih kebaikan di antara dua pilihan: 

melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Menurut Ibn Qudamah dalam Eliska (2017) 

bahwa disebutkan tiga jenis khiyar utama yang disepakati ulama, yaitu khiyar al-syarth 

(berdasarkan syarat yang disepakati), khiyar al-‘aib (karena adanya cacat pada barang), dan 

khiyar al-ru’yah (karena pembeli belum melihat barang secara langsung). Ketiganya berperan 

penting dalam menjamin keadilan (‘adl) dan kemaslahatan (maṣlaḥah) dua prinsip dasar 

ekonomi Islam.  

Dalam transaksi konvensional, khiyar al-ru’yah secara otomatis berlaku hingga pembeli 

benar-benar melihat objek transaksi, sebagaimana ditegaskan oleh mazhab Syafi’i dan Maliki 

(Mohd Rofaizal 2022). Namun, dengan maraknya transaksi daring yang menghilangkan 

interaksi fisik antara pembeli dan barang, relevansi serta penerapan prinsip khiyar ini menjadi 

dipertanyakan. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang 

Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah menegaskan bahwa transaksi 

elektronik sah selama memenuhi rukun dan syarat akad, termasuk adanya kerelaan (ridha) 

dan kejelasan objek transaksi (Adnan, Alrasyid, and Sari 2023).  

Meski demikian, menurut pandangan Afifah dan Susilowati (2025) praktik di lapangan 
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menunjukkan bahwa banyak platform e-commerce membatasi hak retur atau pembatalan 

hanya dalam rentang waktu sangat singkat sering kali 1 hingga 3 hari dan tidak 

mempertimbangkan adanya cacat tersembunyi atau ketidaksesuaian antara deskripsi dan 

kondisi riil barang. Penelitian Nubahai (2023) juga menemukan bahwa kebijakan retur 

umumnya didasarkan pada pertimbangan efisiensi bisnis, bukan pada prinsip syariah, 

sehingga esensi khiyar sebagai hak syar’i cenderung terabaikan. Kondisi ini mengungkap 

adanya kesenjangan signifikan antara teori fiqh muamalah dan realitas implementasinya 

dalam ekosistem digital kesenjangan yang belum sepenuhnya dijelaskan oleh kajian akademis 

kontemporer, khususnya dalam menilai keabsahan akad digital melalui lensa transformasi 

prinsip khiyar. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori fiqh muamalah dan 

implementasi dalam ekosistem digital, yang belum sepenuhnya dijembatani oleh kajian 

akademis kontemporer khususnya dalam menguji keabsahan akad digital dari perspektif 

transformasi khiyar. 

Khiyar 

Dalam Islam, transaksi jual beli memberikan kebebasan kepada pelaku penjual dan 

pembeli yang hendak melakukan akad untuk menentukan apakah akan melanjutkan atau 

membatalkan transaksi tersebut. Prinsip dasarnya adalah tarāḍin (suka sama suka), sehingga 

masing-masing pihak berhak atas khiyar yakni hak syariah untuk menetapkan atau 

membatalkan akad transaksi. Perlu dipahami bahwa hukum asal jual beli dalam syariah 

adalah mengikat (lāzim), yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang atau jasa 

dari penjual kepada pembeli  (Apriliani, Salsabila, and Wijaya 2023). Khiyar berarti hak 

untuk memilih di antara dua pilihan: melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya 

(menarik diri sehingga transaksi tidak jadi dilaksanakan). Syariat Islam menetapkan khiyar 

agar kedua pelaku penjual dan pembeli memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan 

kembali kemaslahatan masing-masing secara matang, sehingga terhindar dari penyesalan di 

kemudian hari akibat merasa dirugikan atau tertipu. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 20 ayat 

(8) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, khiyar merupakan hak syar’i yang diberikan kepada 

baik penjual maupun pembeli untuk menentukan apakah perjanjian jual beli yang telah 

disepakati akan diteruskan atau dibatalkan (Farizi, Nafisah, and Purwanto 2025). 

Transaksi Jual Beli Online 

E-commerce merupakan aktivitas jual beli serta pemasaran barang atau jasa yang 

dilakukan melalui media elektronik, seperti handphone, televisi, komputer, maupun internet. 
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Dalam perspektif hukum Islam, transaksi jual beli termasuk dalam kategori muamalah, yang 

pada prinsipnya diperbolehkan (mubah), selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i yang 

secara tegas mengharamkannya. Oleh karena itu, transaksi jual beli secara daring pada 

prinsipnya memiliki status hukum yang setara dengan jual beli konvensional maupun akad 

as-salam, sehingga dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut ajaran Islam sesuai dengan 

surat Al-Baqarah ayat 274 yang berbunyi: 

مََّ الْبيَْعََّ اٰللّهَّ وَاحََل َّ  بٰوا َّ وَحَر  الر ِّ   

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” 

Perlu dicatat bahwa baik dalam transaksi online maupun offline, terdapat praktik jual 

beli yang halal maupun yang haram, tergantung pada objek, cara, dan ketentuan akadnya. 

Akad as-salam sendiri merujuk pada transaksi di mana pembeli memberikan pembayaran 

tunai di muka untuk suatu barang yang spesifikasinya telah disepakati, sementara penyerahan 

barang tersebut dilakukan di kemudian hari sesuai waktu yang telah ditentukan (Mujahidin 

and Susilo 2021). Transaksi digital merupakan proses pemindahan nilai umumnya dalam 

bentuk mata uang yang dilakukan secara daring melalui internet. Kegiatan ini mencakup 

berbagai aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

disebutkan oleh Widjanarko et al (2025), seperti pembelian dan penjualan barang atau jasa 

secara elektronik, transfer dana, serta pembayaran tagihan melalui platform online.  

Akad Digital 

Jual beli melalui internet, atau yang dikenal sebagai jual beli daring (online), merupakan 

bentuk perjanjian jual beli yang diwujudkan melalui media elektronik, baik dalam transaksi 

barang maupun jasa. Dalam transaksi ini, Arangga dan Firmansyah Aulia (2023) 

mengemukakan bahwa kesepakatan terjadi berdasarkan deskripsi atau ciri-ciri spesifik suatu 

barang, diikuti dengan pembayaran harga terlebih dahulu, sementara penyerahan barang baru 

dilakukan di kemudian hari. Dalam transaksi daring, ijab dan qabul diwujudkan melalui 

proses di mana pembeli membaca serta menyetujui syarat dan prosedur pembelian yang 

ditetapkan oleh penjual. Penjual menyediakan informasi berupa spesifikasi barang, formulir 

pemesanan, serta ketentuan transaksi. Ketika pembeli memahami dan menyetujui seluruh 

ketentuan tersebut misalnya dengan mengklik tombol “setuju” atau “beli”, maka akad ijab 

qabul dianggap telah terlaksana secara syar’i maupun hukum. Setelah itu, pembeli melakukan 

pembayaran sesuai harga barang dan biaya pengiriman. Jika pembayaran dikonfirmasi, 

pembeli biasanya mengirimkan bukti transfer, lalu penjual memproses pesanan dengan 
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mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati (Siregar; 

et al. 2017) 

METHOD 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan metode studi 

literatur. Sumber data diperoleh dari literatur fiqh klasik, jurnal ilmiah kontemporer, dalil Al-

Qur’an dan Hadis, serta dokumen resmi berupa fatwa dan standar syariah. Dalam konteks ini, 

Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan standar 

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dipilih 

sebagai rujukan utama karena keduanya memiliki otoritas normatif dan relevansi praktis yang 

kuat dalam pengembangan hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya pada transaksi 

digital. 

Pemilihan DSN-MUI didasarkan pada kedudukannya sebagai lembaga resmi yang 

memiliki kewenangan menetapkan fatwa syariah di Indonesia, yang fatwa-fatwanya dijadikan 

acuan oleh lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, serta regulator. Fatwa DSN-MUI 

berfungsi sebagai jembatan antara prinsip fiqh muamalah klasik dan praktik ekonomi modern, 

termasuk transaksi elektronik dan jual beli daring. Oleh karena itu, penggunaan fatwa DSN-

MUI relevan untuk menilai keabsahan akad digital dan implementasi prinsip khiyar dalam 

konteks hukum syariah nasional. 

Sementara itu, AAOIFI dipilih karena merupakan lembaga internasional yang 

menyusun standar syariah global yang banyak digunakan oleh institusi keuangan syariah di 

berbagai negara. Standar AAOIFI merepresentasikan konsensus ulama kontemporer lintas 

mazhab dan menyediakan kerangka normatif yang lebih universal dalam menilai transaksi 

ekonomi modern. Dengan merujuk pada standar AAOIFI, penelitian ini memperoleh 

perspektif komparatif yang melampaui konteks lokal, sehingga analisis terhadap keabsahan 

akad digital dan transformasi prinsip khiyar dapat dipahami secara lebih luas dalam lanskap 

ekonomi syariah global. 

Dengan mengombinasikan rujukan DSN-MUI sebagai representasi otoritas syariah 

nasional dan AAOIFI sebagai representasi standar syariah internasional, penelitian ini 

berupaya menghasilkan analisis yang tidak hanya valid secara fiqh, tetapi juga kontekstual 

dan aplikatif terhadap praktik ekonomi digital masa kini 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Transformasi Prinsip Khiyar dalam Jual Beli Online 

Dalam perspektif hukum Islam, khiyar merupakan salah satu instrumen penting yang 

menjamin keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi (Sulaeman and Jubaedah 

2025). Dalam konteks e-commerce, menurut Jamilah dan Firmansyah (2018) praktik khiyar 

dapat dilihat dari kebijakan yang memungkinkan konsumen mengembalikan barang baik 

untuk ditukar dengan barang sejenis maupun untuk mendapatkan pengembalian dana 

selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh platform atau penjual. Salah 

satu bentuk penerapan khiyar dalam transaksi daring adalah khiyar al-syarth (hak pilih 

berdasarkan syarat), di mana pembeli dan penjual diberikan keleluasaan untuk menetapkan 

ketentuan tertentu sebelum akad dinyatakan final.  

Dalam praktiknya, hal ini diwujudkan melalui fitur return-refund, yaitu adanya masa 

tenggang yang disepakati bersama, di mana pembeli berhak mengembalikan barang jika 

tidak sesuai dengan ekspektasi atau syarat yang telah disepakati sebelumnya (Sihite and 

Putri 2025). Masa tenggang ini dapat bervariasi dan bahkan diperbolehkan melebihi tiga 

hari, sejalan dengan pandangan mazhab Hambali dan Maliki yang membolehkan 

perpanjangan masa khiyar selama disepakati kedua belah pihak. 

Hadis Nabi SAW dalam bukunya (Ningsih 2021) menyebutkan: “Dua orang yang 

melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya 

(teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan 

menggunakan akad khiyar.” (HR Muslim). Hadis tersebut sesuai dengan penerapan khiyar 

al-syarth bahwa ini sangat penting untuk melindungi hak kedua pihak serta memastikan 

transparansi dan keadilan dalam transaksi digital. Setelah menerima barang, pembeli 

diberikan waktu tertentu untuk memeriksanya; jika ditemukan ketidaksesuaian dengan 

deskripsi atau kualitas yang dijanjikan, pembeli berhak membatalkan transaksi dan 

mengembalikan barang tanpa dikenai biaya tambahan (El-Wardah 2019).  

Namun, dalam praktik jual beli online, pemanfaatan konsep khiyar sering kali hanya 

difokuskan pada penetapan syarat teknis, bukan pada esensi syariahnya. Di banyak produk 

modern, istilah khiyar atau yang lebih dikenal sebagai “garansi” digunakan sebagai strategi 

pemasaran untuk menarik minat konsumen. Meski demikian, penerapannya memiliki 

keunggulan, seperti kejelasan informasi dan relevansi instruksi yang diberikan. Lebih dari 

itu, nilai-nilai dasar khiyar selaras dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil ‘ālamīn 
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(rahmat bagi seluruh alam), yang menekankan perlindungan, keadilan, dan kejujuran dalam 

muamalah (Jamilah and Firmansyah 2018). 

Studi lain oleh Teti dan Sofyan (2021) Kajian terhadap penerapan khiyar pada 

platform e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan TikTok Shop menunjukkan bahwa 

mekanisme ini memiliki peran strategis dalam memperkuat kepercayaan konsumen. 

Melalui fitur tersebut, pembeli diberikan opsi untuk mengembalikan atau menukar produk 

yang telah diterima, meskipun ketentuan teknisnya diatur secara mandiri oleh masing-

masing penjual. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme khiyar telah diadopsi 

dalam sistem digital, penerapannya masih sangat bergantung pada kebijakan individu 

penjual, sehingga perlu standarisasi yang lebih selaras dengan prinsip fiqh muamalah.  

Validitas Akad Online Menurut Fiqh Muamalah 

Pada dasarnya, mekanisme transaksi dalam e-commerce tidak berbeda secara esensial 

dari jual beli yang dilakukan secara langsung. Namun, jika dicermati lebih mendalam, 

terdapat perbedaan mendasar, khususnya terkait ketidakhadiran fisik kedua pihak dalam 

satu tempat akad serta ketidaklangsungan dalam pemeriksaan barang yang diperjualbelikan. 

Perbedaan inilah yang memunculkan variasi penerapan khiyar dalam transaksi daring. 

Menurut literatur Jamilah dan Firmansyah (2018) hanya tiga jenis khiyar yang relevan 

dalam konteks e-commerce, yaitu khiyar al-syarth (berdasarkan syarat), khiyar al-‘aib 

(karena cacat), dan khiyar al-ru’yah (karena belum melihat barang secara langsung). 

Transaksi jual beli dalam Islam dibangun di atas dasar saling percaya (ta’ārudh dan tarāḍin). 

Tujuan utama penerapan khiyar adalah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak 

untuk memverifikasi kualitas barang, sehingga terhindar dari kerugian dan transaksi bebas 

dari unsur gharar (ketidakjelasan). Khiyar sendiri memberikan hak kepada penjual atau 

pembeli untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad. 

Dalam transaksi online, penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, sehingga 

konsep khiyar al-majlis yaitu hak membatalkan akad selama kedua pihak belum berpisah 

dari tempat transaksi tidak berlaku secara literal. Dalam jual beli tradisional, selama kedua 

pihak masih berada dalam satu majelis (tempat akad), mereka berhak membatalkan 

transaksi. Namun, begitu mereka berpisah tanpa menggunakan hak khiyar, akad dianggap 

sah dan mengikat (Siregar 2019). 

Untuk menjamin keabsahan suatu akad jual beli, baik konvensional maupun digital, 

terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Para ulama berbeda pendapat mengenai 
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komponen rukun akad. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya terdiri atas 

ṣīghah al-‘aqd (ijab dan qabul), sedangkan subjek akad (al-‘āqidān) dan objek akad (maḥall 

al-‘aqd) termasuk syarat. Sebaliknya, mazhab Syafi’i (termasuk Imam al-Ghazali) dan 

mazhab Maliki (seperti Syihab al-Karakhi) memasukkan kedua unsur tersebut sebagai 

bagian dari rukun akad karena dianggap sebagai pilar utama berdirinya suatu perjanjian 

(Siregar 2019). Yusuf Qardhawi memberikan argumen yang memperkuat kebolehan 

transaksi muamalah, termasuk jual beli daring, dengan tiga prinsip: (1) hukum asal 

muamalah adalah mubah selama tidak ada larangan syar’i; (2) Al-Qur’an dan Sunnah 

menegaskan bahwa semua bentuk jual beli pada dasarnya halal kecuali yang secara eksplisit 

diharamkan; dan (3) transaksi muamalah dibangun atas dasar maṣlaḥah (kemaslahatan), 

sehingga selama tidak mengandung unsur haram seperti riba, gharar, tadlis (penipuan), 

penimbunan, atau perjudian maka transaksi tersebut diperbolehkan. Ulama kontemporer 

juga membolehkan jual beli secara kredit, baik tunai maupun cicilan, selama memenuhi 

pedoman syariah dan terdapat kejelasan serta kesepakatan penuh antara kedua belah pihak 

saat ijab qabul dilakukan. Hal ini menjamin prinsip tarāḍin (suka sama suka) dan mencegah 

salah satu pihak merasa dirugikan (Utriana, Ipadang, and Iqbal 2019). 

Salah satu persoalan penting dalam transaksi daring adalah potensi munculnya elemen 

gharar (ketidakpastian) dan tadlis (kecurangan atau penyesatan). Akan tetapi, hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa platform e-commerce saat ini umumnya telah 

meningkatkan transparansi informasi dengan menyajikan detail produk seperti deskripsi 

lengkap, gambar, harga, perkiraan waktu pengiriman, serta opsi pembayaran sebelum 

konsumen menyelesaikan pembelian. Di samping itu, keberadaan layanan pengaduan dan 

mekanisme pengembalian dana (refund) juga berperan dalam meminimalkan potensi 

kerugian. Langkah-langkah ini secara signifikan memperkuat prinsip keadilan dan 

perlindungan konsumen, sejalan dengan tuntutan fiqh muamalah dalam konteks kekinian. 

(Firmansyah, Syihabudin, and Fakhrudin 2025). 

Fatwa DSN-MUI Nomor 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan 

Prinsip Syariah menjelaskan bahwa akad dalam transaksi daring dianggap sah selama para 

pihak berada dalam kondisi saling memahami dan menyepakati transaksi, baik secara fisik 

maupun secara hukum misalnya melalui komunikasi tertulis di platform digital seperti DM, 

WhatsApp, atau email (Mustaqim 2023). Fatwa ini menegaskan sejumlah ketentuan terkait 

ṣīghah al-‘aqd (bentuk pernyataan akad) dalam transaksi online shop, yaitu: 
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1. Bentuk pernyataan akad (ṣīghah al-‘aqd) harus diungkapkan secara eksplisit dan 

tidak ambigu, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat 

dalam transaksi. 

2. Ijab dianggap terjadi ketika penjual mengemukakan penawaran berupa barang atau 

jasa kepada calon pembeli. 

3. Qabul terwujud ketika pembeli memberikan respons berupa persetujuan atas 

tawaran yang diajukan oleh penjual. 

4. Ijab dan qabul wajib berlangsung dalam satu kesatuan majelis akad; dalam konteks 

transaksi daring, hal ini diwujudkan melalui rangkaian interaksi yang berlangsung 

dalam satu sesi atau alur komunikasi yang utuh pada platform jual beli online. 

5. Penjual tidak diperbolehkan menerapkan praktik yang menyimpang dari nilai 

syariah, seperti tadlis (menyesatkan melalui informasi palsu), tanajusy (menaikkan 

harga secara artifisial tanpa niat transaksi), maupun ghisysy (memamerkan 

keunggulan produk sambil menyembunyikan kekurangan atau cacatnya). 

6. Penjual berkewajiban menyampaikan informasi yang lengkap dan transparan 

mengenai produk, meliputi kondisi barang, harga jual, ongkos kirim (jika berlaku), 

serta perkiraan waktu pengiriman, guna memungkinkan pembeli mengambil 

keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. 

Ketentuan ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 

tentang Akad Jual Beli, yang menyatakan bahwa ṣīghah al-‘aqd harus diungkapkan dengan 

jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan dapat dipahami kedua belah 

pihak. Akad jual beli dapat dilakukan melalui berbagai bentuk: lisan (komunikasi langsung), 

tertulis (kontrak atau dokumen), isyarat (komunikasi non-verbal), perbuatan nyata, maupun 

melalui media elektronik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan memenuhi syarat syariah. Beberapa peneliti ahli fiqh muamalah juga 

menegaskan bahwa ijab qabul sah dilakukan melalui lisan maupun tulisan, asalkan 

menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami (Adnan et al. 2023).  

Dengan demikian, jual beli daring melalui website atau marketplace diperbolehkan 

selama terdapat unsur ijab qabul yang jelas dalam proses transaksinya. Meskipun pihak-

pihak tidak berada dalam satu tempat fisik, akad tetap dianggap sah selama ada tawaran dari 

penjual dan persetujuan eksplisit dari pembeli misalnya melalui klik “beli” atau konfirmasi 

pembayaran yang mencerminkan adanya kerelaan (tarāḍin) dan pemahaman bersama. 
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Contoh Konkret Praktik Platform Digital (Tanpa Promosi) 

Dalam praktik jual beli daring, implementasi prinsip khiyar umumnya diwujudkan 

melalui mekanisme pengembalian barang (return) dan pengembalian dana (refund) yang 

diatur oleh sistem platform digital. Sebagian besar platform e-commerce menyediakan fitur 

pengajuan retur yang hanya dapat diakses dalam jangka waktu tertentu setelah barang 

diterima oleh konsumen, misalnya antara 1 hingga 7 hari. Mekanisme ini secara substansial 

dapat dipahami sebagai bentuk modern dari khiyar al-syarṭ, yaitu hak memilih yang dibatasi 

oleh syarat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad. 

Namun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa hak retur tersebut sering 

kali bersifat administratif dan teknis, bukan berbasis pada pertimbangan fiqh muamalah. 

Sebagai contoh, konsumen diwajibkan menyertakan bukti visual berupa foto atau video 

pembukaan paket (unboxing) untuk membuktikan adanya cacat barang. Apabila bukti 

tersebut dianggap tidak memenuhi standar platform, pengajuan retur dapat ditolak meskipun 

secara substansi terdapat ketidaksesuaian antara deskripsi dan kondisi barang. Kondisi ini 

berpotensi mengurangi esensi khiyar al-‘aib, yang dalam fiqh klasik memberikan hak 

pembatalan akad atas dasar cacat tersembunyi tanpa prosedur yang memberatkan. 

Selain itu, dalam banyak transaksi digital, khiyar al-ru’yah diterapkan secara terbatas. 

Pembeli dianggap telah “melihat” barang melalui foto, video, atau deskripsi produk yang 

disediakan oleh penjual. Akibatnya, setelah barang diterima, ruang bagi pembeli untuk 

menggunakan hak khiyar sering kali dipersempit, meskipun pemeriksaan fisik secara nyata 

baru dapat dilakukan setelah barang berada di tangan pembeli. Hal ini menunjukkan adanya 

pergeseran makna “melihat barang” dari perspektif fiqh klasik menuju interpretasi 

teknologis yang berpotensi menimbulkan unsur gharar apabila informasi yang disajikan 

tidak sepenuhnya merepresentasikan kondisi riil barang. 

Praktik lain yang umum ditemukan adalah pembatasan pengembalian dana hanya pada 

kondisi tertentu, seperti barang rusak berat atau salah kirim, sementara ketidaksesuaian 

kualitas, ukuran, atau bahan sering kali tidak dianggap sebagai alasan sah untuk retur. 

Padahal, dalam perspektif fiqh muamalah, ketidaksesuaian tersebut dapat dikategorikan 

sebagai bentuk ‘aib yang memberikan hak khiyar kepada pembeli. Dengan demikian, 

terdapat jarak antara idealitas normatif khiyar dalam fiqh dan implementasi teknis kebijakan 

retur di platform digital. 
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Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun platform e-commerce telah mengadopsi 

mekanisme yang secara fungsional menyerupai khiyar, penerapannya masih lebih didorong 

oleh pertimbangan efisiensi operasional dan manajemen risiko bisnis dibandingkan dengan 

upaya merealisasikan nilai keadilan (‘adl) dan perlindungan konsumen sebagaimana 

ditekankan dalam fiqh muamalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar syariah 

yang mampu mengintegrasikan prinsip khiyar secara substansial ke dalam desain sistem 

transaksi digital, bukan sekadar sebagai fitur teknis semata. 

Implikasi dan Rekomendasi Syariah untuk Ekosistem Digital 

Digitalisasi dalam ranah ekonomi mengacu pada pemanfaatan teknologi digital dalam 

berbagai aspek kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, konsumsi, hingga 

transaksi keuangan. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara signifikan cara 

bisnis dioperasikan dan bagaimana layanan ekonomi diakses oleh masyarakat. Inovasi ini 

tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, tetapi juga 

mempercepat proses transaksi (Gultom et al. 2024). Saat ini, pemanfaatan teknologi digital 

dalam ekonomi syariah telah mencapai tahap early majority, di mana mayoritas lembaga 

keuangan syariah dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menerima 

dan mengintegrasikan inovasi digital dalam operasional mereka. Namun, sejumlah kalangan 

yang berpandangan konservatif masih ragu terhadap kehalalan mekanisme otomatisasi 

dalam transaksi syariah. Untuk merespons kekhawatiran ini, pendekatan edukasi yang 

merujuk pada fatwa resmi dilengkapi dengan forum dialog antara otoritas syariah dan 

pelaku usaha dianggap sebagai strategi yang efektif. Salah satu contoh nyata dari digitalisasi 

di sektor ini adalah kemunculan platform crowdfunding syariah. Layanan seperti Ethis, 

Kapital Boost, dan Ammana memberikan alternatif pembiayaan yang selaras dengan 

prinsip-prinsip Islam bagi pelaku usaha mikro, tanpa harus mengandalkan sistem perbankan 

konvensional. Selain memperluas akses pendanaan secara lebih inklusif, model ini juga 

merefleksikan nilai-nilai luhur ajaran Islam, khususnya semangat saling membantu 

(ta’awun) dan keterlibatan kolektif masyarakat dalam mendukung perekonomian yang adil 

dan berkah (Nurhayati and Julina 2025).  

Ekonomi syariah sendiri dibangun di atas fondasi nilai-nilai Islam yang menekankan 

keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip-

prinsip intinya meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau 

ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian), serta penerapan 
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mekanisme zakat dan sistem bagi hasil sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil 

(Abdillah and Baidhowi 2025).   

Otoritas syariah memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa prinsip fiqh 

muamalah terintegrasi secara nyata dalam sistem e-commerce, tidak hanya sebagai norma 

hukum, tetapi juga sebagai bagian dari desain transaksi digital. Dewan Syariah Nasional–

Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Accounting and Auditing Organization for 

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berperan menetapkan standar syariah yang menjadi 

acuan bagi praktik jual beli daring. 

Peran tersebut mencakup penetapan pedoman implementasi khiyar dalam sistem 

digital, seperti pengaturan masa retur yang adil, mekanisme pengembalian dana yang tidak 

memberatkan konsumen, serta kewajiban transparansi informasi produk untuk mencegah 

gharar dan tadlīs. Selain itu, otoritas syariah juga berperan dalam pengawasan dan evaluasi 

kepatuhan syariah platform e-commerce agar kebijakan teknis yang diterapkan sejalan 

dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. 

Dengan keterlibatan aktif otoritas syariah dalam perancangan dan pengawasan sistem 

e-commerce, prinsip khiyar dapat diimplementasikan secara lebih substansial, sehingga 

transaksi digital tidak hanya efisien, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. 

 

CONCLUTION 

Penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli melalui platform digital pada 

prinsipnya sah menurut fiqh muamalah selama memenuhi rukun dan syarat akad, khususnya 

adanya ijab dan qabul yang eksplisit, kerelaan para pihak, serta kejelasan objek transaksi. 

Dalam konteks tersebut, prinsip khiyar tetap relevan sebagai instrumen perlindungan syariah 

bagi konsumen, meskipun implementasinya dalam praktik e-commerce mengalami 

penyesuaian teknis. 

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan khiyar sebagai prinsip normatif 

yang dapat diadaptasi ke dalam mekanisme transaksi digital, khususnya melalui kebijakan 

retur dan refund, serta pada penguatan peran fatwa DSN-MUI dan standar AAOIFI sebagai 

rujukan dalam menilai keabsahan akad digital. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya 

kajian fiqh muamalah kontemporer dengan menjembatani konsep klasik dan praktik ekonomi 

digital. 

Sebagai arah penelitian lanjutan, studi empiris yang mengkaji implementasi khiyar pada 
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berbagai model platform e-commerce serta analisis komparatif lintas negara diperlukan untuk 

menilai efektivitas penerapan prinsip khiyar dalam melindungi konsumen Muslim di era 

ekonomi digital. 
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